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PERATU RAN DAE RA1I KARIIPATEN TORA SAMOSill

NOMOR : 1 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

IZ1N DSAHA ANG KUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I1UPATI TORA S AMOSIR

Menimbang : a baliwa untuk ineningkatkan kelancaron dan rnutu Pelaywian usaha angkutan
sungai, daiiau dan Penyeberangan di Kabupalen Toba Samosir, perlu
diadakan pengaturan dan pembinaan usaha angkutan sungai, danau dan-
penyeberangan inelalui penerbilan izin usaha;

b. bahvva dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tnliun 1999 tentang
Pemerintahan Daernh (hut Pc-nituran Penierintnh Nomor 25 Talmn 2000
tculaiig Koweuangnn Pemoriutnh dan Propinsi sebagai Daerali Qionom,

maka kewenar.gan di bidang perhubuugau khususnya angkutan sungai,
danau dan penyeberangan yang selama ini nienjadi kewenangan Pcmerinfah
lelali bernlih nienjadi kewenangan Peineriiiloh Kabupalen/Kola;

c. baliwa untuk maksud tersebut di alas, perlu ditelapkan Peraturan Daerah.

Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 8 Tnliun 1981 tentang Hulairn Acara Pidana
(Lembaran Negiu-a Taliun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 21 Taliun 1992 tentang Pelayaian (Lembaran
Negara Taliun 1992 Nomor 98, Tambahan Lernbai’an Negara Nomor 3493);

3. Undang-undang Nomor 18 Taliun 1997 tentang Pajale Daerah dari Relribusi
Daerah yang lelali dirubali dengan Undang-undang Nomor 34 Taliun 2000
tentang Perubalian Undang-undang Nomor 18 tahunl 997 tentang Pajak
Daenili dan Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tallinn 1998 tentang Pembcutukan Kabupalen
Daerah Tiugkai LI Toba Samosir clan Kabupalen Daerali Tingkal II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tanibahan
Lembaran Negara Nomor 3794);

5. Undang-undang Nomor 22 Taliun 1999 tentang Pemerinlahan Daerali
(Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60 );

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan '
antara Peinerintali Pusat dan daerali ( Le:nbaj-an Negara Tahun 1999 Nomor
72);

7. Peraturan Pemeriutah Nomor 70 Taliun 1996 lenlang Kepelabuhanan;

8. Peraturan Peinerintali Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
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9. Peraturan Pemeriiiiali Nomor 1-1 Taluin 2000 tentang l'vuit alas Jcnis
Peneriniaan Negara Bukau Pajalc yang berlaku pada Departemen .
Perhubungan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (entang Kewenarigan
Pemerintah dan Kewenungan Propinsi sebagai. Daerali Otononi (Leuibai'an
NegaraTaliun 20U0 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerinlnh Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerali;

12. Kepulusan Presidcu Nomor 44 Taliua. 1999 lealaag Telcnik Penyusunan
Peraturan Penmdung-undangan clan Benluk Rartcangon Uridang-undang,
Rancangur. Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerali Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisnsi clan Tata Kerja Dinas-dinas Daerali Kabupaten Toba
Samosir.

Tengau Persetiijuan

Dll WA N PERWAKILAN IIAKYAT DAERAfl
KA I!UPATE N TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkun : PERATURAN DAK UAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
1Z1N USA1IA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU BAN
PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN TJMUM

Pasal 1

Dalain Peraturan Daerali ini, yang dimaksud clengan :
a Daerali adalali Kabupaten Toba Samosir;
b. Pemerintah Kabupaten adalali Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
c. Bupati adalali Bupati Toba Samosir;
d. Dewun Perwukilan Rakyat Daerali yang sehinjutnya disebut DPRD adalali

Dewan Perwakilan Pmkyat Daerali Kabupaten Toba Samosir;
e. Dinas Perhubungan adalali Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;
i! Usnlia Angkutan Sitngai clan Danau adalali kegialan angkutau untuk uinuni,

pariwisata dan baraug dengan memungut 'oayaran yang diselenggaralcan di
Danau Toba dan Suugai Asalian;

g. Usaha Angkutan Peiiveberangan adalali kegiatan angkulan uutuk unmiii
pada linlas penyeberangan dengan memungut bayanui dengan mengguuakan
kapal yang niemiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan
opernsional ( lain linlas dun pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;

li. Kapal adalali kendarnan air clengan bentuk dan jenis apaptin yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda tennasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis kenderaan dibawah perrnukaan air
sertaalat apuug dan bangunan terapung yang tidfdc berpindali-pindah;

i. Linias penyebarangan adalali sualu alur perairan di Danau Toba dan Sungai
Asahan yang khusus merighubungkan 2 (dua) pclabuhan/dermaga sebagai
pelabiihan/dermaga Penyeberangan;
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j. Angkutan Utnmn adalali kapal yang diberi izin trayok uitluk mengangkut
penumpaug uumm dan barring pada trayek yang felaJi ditenlukan;

k. Angkutan pariwisata adalah kapal yang diberi Izin trayek uni uk mengangkut
penumpaug khusus pariwisata di perairan Danau Toba;

l . Gross Tonage yang selanjutnya disingkat dengan GT adalah isi kotor kapal;
m. Sural Ketetapan Relribuai Daerail yang selanj.utnya disingkat SKRD adalali

Sural ketetapan Retribusi yang inenentuka.u bcsaniya pokoh .Relrilnisi;
u. Swat-. Ketetapau Retribusi Daerali secai'a J’abalaii yang selanjutnya disebut

SKRD secnru Jnbalmi adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa
dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila - Pejnbat yang
beniangkutun mengauggsip SPTRD ticlak wajur dan/atan tidak bemu' sesuai
dengan kenyataan yang ada;

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat. STRD adalali
Surar untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi adminislralif
berupabunga atau denda;

p. Sur-at Pemberitahuari Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalali sural vaug digunakan ololi Wajib Retribusi untuk melupoikau
perhituugan dan pembayuran Retribusi terhulang menurut aturan perundung-
undangan yang berlnku;

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebili Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Sural Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihun pembayaian Retribusi karena jumlah kreclit Retribusi lebili besar
daripada Retribusi yang terulang atau tidak seharusnya terutang;

r. Surat Perintuh Membuyar Kolebihan Relribuai yang disingkat dengan
SPMKR adalali Swat periutah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kos
Daerali untuk meneernbaJikan kelebihun Retribusi kepada wajib Retribusi
nias pemiohonan yang bersangkulan;

s. Retribusi adalali sejuinlah Uang yang hams dibayar kepada Peinerintah
Daerali oleh setiap orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan;

t. Penyidiknn Tindak Pidana di bidang Retribusi adalali serangkaian tindakan
yang dilakukan ololi Pegawai Negori Sipil, untuk mencari serta
fuenguinpulkiui bukii yang dengan bukti itu rneinbunt jeias tindak pidana di
bidang Retribusi yangterjadi sertanieneinukan tersangka.

BAD II

NAM A S 1JBJEK, OBJEK, DAIS
GOLONGAN RETRIBUSI

Basal 2

Dengan riama Izin Usaha Angkulan Sungai, Danau dan Penyeberangan
dipungut Retribusi alas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Par.il 3

Subjek Retribusi adalah onuig atau badan usalia yang niendaputkan dan atau
meniperoleh Izin Usaha Angkutan Danau Sungai dan Penyeberangan di Sungai .
Asalian dan perairan Danau Toba
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l*asal ‘1

Objek Retribusi adalali pelnyanan peinberitm . lzin Usaha Angkutan Sungai ,

Danau dan Penyeberangan oleh Pemerintali Kabupaten Toba Samosir Uepada
orang pribadi atau badan ustilia.

Pasal 5

Retribusi lain Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan termasuk
golongan retribusi perlzinan tertentu .yang merupakan. kegiatnn Pemerintali
Kabupaten untuk inelakukan pembinaan , dan pengawasan alus kegialan lulu
lintas danau dan sungai guna kelancaran transportusi serta untuk menjaga dan
melindungi keselmuatan unium.

BAP 111

KBTENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan usalia yang inelakukan kegialan usaha Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan hanis lerlebih daliulu memiliki Izin dari
Bupati;

(2) Izin sebagainiana di malesud ayat ( 1) pasal ini terdiri dari :
a. Izin Usalia;
b. Izin Operas i;
c. IziuTr.ayek;
cl Sertifikat Kesempurnaan KapaJ.

(3) Izin usaha. sebagainiana dimaksud ayat (2) huruf “a” pasal ini terdiri
atas:
a Izin Usalm Angkutan Peiiyeberangan ( FoiTy )
b. Izin Usaha Angkutan Uimnn, Pariwisata dan Barnng (Kapal Motor,

Peraliu bennesin. Speed Boat).

Pasal 7

(1) Izin usalia hanya dapat diberikan kepada Pemsahaan yang mernenuhi
pcrsyaratan;

(2) Izin usalia angkutan penyeberangan (ferry) sebagainiana dimaksud pasal 7
ayat (3) huruf a diberikan apabila mernenuhi syaral-syarnt sebagai berikut :

a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUNIN) atau merupalcan Badan
Usalia Milik Daerali (BUMD) atau merupalcan perusahaan berbadan
hukuin Indonesia yang berbentuk Perse.roan Terbntas (PT) atau Kopei nsi
yang khusus didirikan untuk itu dan BUMN termasuk BUMD yang telali
didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerali ini yiuig salali satu
usahanya adalali Angkutan Penyeberangan;

b. Memiliki sekurang-kurangnya l (satu) unit kapal Penyeberangan
berbemiera Indonesia yang mernenuhi persyaratan Keselamalan
Pelayaran dan spesifikcsi Tehnis Lintas dan Pelabuhtm Penyeberangan
yang bersangkulan sesuai Peraluraii- Perundang-iindangan yang berlaku;

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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(3) Izin usaha angkiitan uimim, pariwisala dan bailing sebagnirnana 'dimoksud
pasal 6 aynl (3) I.nirnf “b” diberikan apabila. mernenuhi syarat seba.gni
berikut :

a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUNIN) alau Badan Usalia Milik
Daerali (BUMD) alau merupakan badan usaha yang berbadan hukum
alau 'Koperasi dun peroranean .yang salali salu usahanya adalnh angkulan
siuigai dan danau; \

b. Memiliki kapul perairan danau dan slingai sckurang-kurangnya 1 (salu)
unit kapal berbendera Indonesia yang mernenuhi persyaratan keseiamatan
sesuai ketentuan yang berlaku; . . .

c. Memiliki Nomor Pokolc Wajib Pajak .(NPWP).

Pasal 8

(1 ) Izin Operasi Angkutan Penyeberangan (feirv )hanya dapai diberikan kepada
perusahan yang ineiuenulii periiyaralan sebagai berilnit :
a. Memiliki Izin Usaha yang masili berlaku;
b. Memiliki Knpal penyeberangan yang mernenuhi spesifikasi Teknis pada

Lintas dan Pelnbulum Penyeberangan yang bersangkufan;
c. Memiliki sertitikat kesempurnaan knpal yang masih berlaku.

(2) Izin operasi dipcrguuaknn unluk pengoperasinn knpal sesuai den gnu izin
yang lelali ditcnlukuu.

Pasal 9

(1) Izin trayek hanya dupat diberikan kepada perusaliaan yang memiliki Izin
usaha dan yang masih berlaku;

(2) Izin Irnyek diberikan kepada perusahaan yang menyelenggarukan kegintan
angkutan pada trayek yang telah ditetapkan;

(3) Izin trayek knpal pariwisara diberikan kepada penisaliaan yang
menyelenggnrnkan kegiatan angkutan pariwisata.

Pasal 10

(1) Peugadaari, Pembanguuan dan Penge-rjaan knpal lennasuk perlengkapannya
wajib ineiuenulii pseryaratan knpal;

(2) Keseiamatan Kapul ditentukan melaiui pemeriksaan dan peuggujian ;
(3) Pemeriksaaan dan pengujian keselumatan kapul dilaksanakan oleli Pejabat

teknis dibantu petugas Teknis Pemeriksaan dan pengujian Keselamnttm
Kapal Dinas Perhubungsu;

(*1 ) Knpal dinyatkan mernenuhi persyaratan Keseiamatan Kapul diberikan
Sertilikat keseiamatan Knpal diberikan oleli Dinas Perliubnngan;

(5) Tata cara pemeriksaan dan pengujian kelaikan kapal diatur tersendiri dalam
Peraluran Daerali Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kcilua

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 11

(1) Perrnohonan Izin usaha penyeberangan, Izin usaha angkutan uinum,
pariwisata dan barang ditujukan kepada Bupaii cq. Kepala Dinas
Perhubungan Toba Samosir seeara tertulis;

(2) Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir alau Pejabal yang dihunjuk untuk
itu memberikan petunjuk kepada perusahaan angkutan penyeberangan
mengenai kepudatan kapasilas dan fasilitas lain lintas yang akail dilavaili;
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(3 ) Perusahaan angkulan penyeberangan yang te1all mondapal Iain usalia
selnjnbni - kunbnfnya 3 (tign) bill an lerliitung scjnk dikoluarkannya lain usalia
vvajib meugajukun lain opcrasi;

(4) Iain Usalia AngkUlan Penyeberangan, Angkulan Umurn, Parivvisala dan
baning dilerbilkan oleli Bupati.

P as al 12

(1) Untuk memperoleh Izin operasi diinak.sud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
ini. yang bersangkutan liarus mengsijukan sural permolionan kepada Bupati.
Cq. Kepula Dinas Perhubungan;

(2) Kepala Dinas Periuiburigan Toba Samosir alau Pejnbat yang dilnuijuk untuk
itu rnernberikan iriformasi kepada. perusaliaan angkutan rnengenai kepaclatan
kapasilaa dan iasilitas !alu linlas yangukan dilayani;

(3) Izin operasi angkulan dan penyeberangan diterbitkan oleli Bupati.

Pa Sul 13

(1) Untuk memperoloh Izin trayek dimaksud pasal 9 ayat (1 ) Peraturan Daerali
ini, yang bursiuigkuIan hnnis mengajukan surat permolionan kepada Bupati.
Cq. Kepala duias perhubimgaii;

(2) Kepala Dinas Perhubungan Toba Sarnosir ar.au Pejabat yang dihunjuk untuk - •

ilu ineintH-rikun iiiliinriasi kepada pcmsalimm angkulan luengenai kepadntnri
knpasitas dan Iasilitas lain linlas yang akan dilayani;

(3 ) Penisaliiutn augluitau Uuiuui, Barang, dun Pariwisala yang te I all mendnpat
I -.in trayek sdainbat-lanibnlnya 3 (liga) btilun terliitung srjak
dikeluarknnnya Izin trayek iiarus memiliki sertifikat kesempurnaan kapal;

(4 ) Izin trayek angkulan uinum, bnrang dan purivvisata dilerbitk.ui oleli Bupati
riluu Pejabnl yang dihunjuk untuk ilu.

BAB IV

MAS A BERLAKUNYA IZIN

Pasal 14

(1) Jangka '. waktu berlakunya Izin Usalia Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan difempkan selanva usalia yang tel ail mendapat Izin lersebut
masili berjulau;

(2) Terhadap Izin Usalia Angkulan Sungai, Danau dan Penyeberangan
sebagaimana ayat. (1) pasal ini, banis dilakukan pendallaran ulang setiap 5
(lima) talnm sekali dahun rangka1 pengendalian. pembinaan dan
pengawasan;

(3) Jiuigka wal<tu berlakunya Izin operasi Angkulan Sungai, Danau dan
Penyeberangan ditetnpkan 2 (dua) talnm dan dapat diperpanjang sepanjang
perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Daerali ini;

(4) Masa jangka waktu berlakunya Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 1
(salu) talnm dim <lnpat diperpanjang sepanjang perusahaan yiuig
beraiuigkulim tidak melakukan pelanggaran dnlnm ketentuan Periituran
Daerali ini;

(5) Jangka waktu berlakunya sertifikat kesempurnaan kapal pedalaninn
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan acininli sesuoi dengan leknis
kelayakan kapal berdasarkan Peraturan Penindang-undangan yang berlaku.
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Pasal 15

0 ) Perrnohonan lzin dapat ditolakBupati apabila :
a. Apabila juinlah ongkulan telalt - melampaui plalon aiau apabila

persyaraiau yang ditenlukan Lidalc dipe'nuhi si-pemolion;
b. Dianocap dapat meneganggu keaelamatan, kelenterainan

kepenlitigan ui’.uim,
_

•
’ •

c. Bertentanguu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
atnu Peraturan Daerah ini.

(2) Dalain lull penolnknn Iain hams disertai dengan alasan-alasan penolakan.

dan

\Utt V

PHANS IP PENHTAPAN , STUUlvTUK DAN
IJ IIS A 11N VA T A11IF 11KTR1BUSI

Pasallfi

Prinsip penetapan tai l 1‘ retribusi adalah untuk nienulupi binya administrasi,
survey lapnngan, pengawasan keamanan, ketertiban, keselainatan pelayaran diui
pemeriksaan, serta pernbiiuuu:dan pengaturan.

Pasal 17

Struktur besarnya IUI ilTotribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Biava lain usahn angkutan p.enyeberangan (ferry) sebesar Rp.5. .000.000,-

(limajuln rupiah);
b. Biuya lzin usuhu angkutan kapal urnum dan bailing sebesar Rp.150.000,-

(seratus lirnapuluh ribu rupiali);
e. Binya Tzin usnhti angkutan knpai pariwisata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ralus

i ibu rupiali);
d. Biayulziu oporasi imgkutan penyeberangan' (len*/) 1 (salu) unit kapal sesuai

klnsiiikswi ukurun mernirui GT, kapal yang bersangkulan sebagai berikut :
1. Sampui dengan GT 100 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. GT 101 s/u GT 200 sebesar
3. GT 201 s/d Crr 300 sebesar
4 . GT 301 s/d GT 4 00 cebosar
5. GT 4 01 i/d GT 600 sebesar

Rp. 1.500.000,-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 2.500.O00,-
Rp. 3.000.00U,-

(5. dan seterumiya
e. Biuya sertifikat keseinpuinaan kapal, lzin frayelc kapal uniutn dan barang

angkutan diklasilikasikan menurut ukurari GT kapal yang bersangkutan
sebagai berikut :
1. Sarnpai dengan GT 7 sebesar Rp. 10.000,-
2. Dari GT 8 s/d GT 20 sebesar Rp. 15.000,-
3. Dari GT 21 s/d GT 35 uebesur Rp. 20.000, -
4 . Dari GT 3 t> a/d GT 50 sebesar Rp. 25.000
5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesar Rp. 30.000
6. Dari GT 66 s/ d GT 80 sebesar Rp. 35.000,-
7. Dari GT 81 s/d GT 100 sebesar Rp. 40.000,-

1. Biuya stililikat knpai Uiiuim,’ Btuang dan i 'nmvisalu diklasilikasikiui
memirut GT kapal yang bersangkuUui sebagai borilail :
1. Smnpai dengan GT 7 sebesar
2. Dari GT 8 s/d GT 20 iiebesnr
3. Dari GT 21 s/d GT 35 sebesar

Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
lip. 20.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 30.000,-

4 . Dari GT 36 s/d GT 50 sebesar
5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesai'
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6. Dari GT 66 s'.'l GT 80 sebesar
7. Dari GT 81 s/d GT lODsebesar

Rp. 35.000,-
Rp. 40.000

g. Biaya eertifikat kapal penyeberangan (ferry) sebasar Rp. 100.000,- (seratus
ribu nipiall) dengan klasifikasi aesuai ukuran GT tersebut pada pasal 17
Imriif d Feralura ji Daerah ini.

BAR VI

TCEWAJIRAN DAN TANGGUNG JAWAD
FEME GANG IZIN . .

Paval 18

(1) Pemegang Iain usulu or.gkulaxi aungai clanau dan penyeberangan wajib
niemutuhi dan meliiksanakan Icetentuan yang dipers-yaralkun dalam lain
usalia, lain opernai dan Iain trayok serla seniua Peralura/i Perumlang-
imdangnn yang berkaiirui dengan usalia angkulan sungai danau dan
penyeberangan ;

(2) Untuk !c* bih monjriniiri kepaslian jadwal perjakuion lcapnl bagi pemakai jasn
nngkntnii piMiyeberangau clan anglcutan knpal umum wajib mongumiunknn
jadwr.il peijalnium knpal pada papan pengumucnau di pelabuhan setempat ;

(3). Pemegnrig Izin Usalia ASDP wajib mengurmunkan tarif angkutan ;
(4) Pomega rig Iziri Osaka ASDP diwajibkan untuk meiriborikan pelayamui

.Angkulan Pos dan tanggurig jawali alas angkulan tersebut sesuai ketentiian
Perundang-umlangan yang berhiku.

Pasal 19

(1) Semua Knpal Angkutn Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang
melnkukan kegiatan anglaitan wajib mernenuhi persyarntan keselamatan
sesuai dengnn Pernturnn Perundang-undangan yang berlaku ;

( 2) Penisahnan ASDP wajib membayai' retribusi aandar kapul diui rettrilwai
lainnya yang berkailau dengan usalia ASDP yang ditecapkan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir dengan pengoperasian setiap kapal
diclennaca/Pelabuliau

(3) Perusahaau augkuUui penyeberangun yang lelaJi mendapal Izin operasi
diwajibkan untuk mombuat laporan Icedatangan dan keberangkatan kapnl
kepada petugns Dinas Perhubungan di Pelabuhan Penyeberangan
Pemberangkatan dan lujuan ;

(4 ) Setiap kapal yang dioperasikan Perusahuun Angkulan Umuin dan
Pnriwisata, Nahkoda wajib melapoilcan keberangkatan kapal kepada petugas
Dinas Porhubungan di dorrnaga / Pelnbulian keberangkatan, persinggahan
dan pelabuhan lujuan.

BAR VII

PE NCABUTAN IZIN

Pasal 20

Izin usalia, Izin operasi dan Izin trayek dapat clicabut bila mana Perusahaan
tidak rnemernihi kelentiiari alau melanggar pasal 18 dan 19 Peratiiran Daerali
ini .
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Pasal '21

( 1 ) Peinsalnum AngkuUin Sungai , Dauau dan Penyebertuigan yang inelanggar
ketentuan sebagainmna dimnksud dalam pasal 20 Peruiuran Daerail ini
dikenakan saiik& i Lcrupa peringatan tertulia sebanyak. 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan lengoang vvaktu masing-mosing JU( satu) bulan ;

(2) Apabila peringatan sebagahnana dimaksud pada ayaf -(l ) pasa! ini , liabis
jiuigka waktunya lidak ada usulia perbaikan, maka Izin operasi dan trayek
dicabut oleli pejabal yang moage!uarkan.1zin.

Pasal 22

Perasaliaan ruigkulan ASDP uruain , pamvisala barang dan penyoberangan yang
melauggar ketentnan sebagaitnuna dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerail
ini yang lnenyaiiglarl aspok keselarnatan dan atari spesifikasi leknis lintas dan
pelabuhan penyoberangan yang bersangluilan, dapat dikenalcari sanksi berupa
pencabulaji laiigsung lain opwasi dan Din travel: di tramping Izin laimiya aesuai
peruiuran peranduiig- ui'danguii yang berhiku.

Pasal 23

Izin usalia dapat dicabut lanpa. melalui proses peringatan dan pembekuan dalam
l:al perusahaan yang bersangkutaii apabila :
a. Melakukau kegiatari vang dianggap membohnyu iimiun ;
b. Momperoleli Izin uaalia dengan cara lidak sail ;
c . Melakukau tiiulakan yang inengakibatkan tcrancamnya kesel amatari jiwa

nmmisia.

BAI5 VIII

TATA CARA PEMUNGUTAIS

Pasal U

Retribusi dipuneui dengan mengeunakan SKRD utau doknrrien lain yang
dipersamakau.

. Pasal 25

(1) Bordasarkun Pengiaian SPTRD diterbilkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD lidak dipenuhi oleli VVajib Retribusi sebagaimaria

mestinya, inaka. diterbilkan SKRD secara Jabatnn ;
(3 ) Beniuk dan isi SK1G.J sebagaimana dimaksud aval ( 2) pasal ini , ditetapkan

dengan Keputus-an Bupati .

Pasal 26

Apabila berdasarkun basil i'orneriksuan ditermikan data barn dan data yang
semula beluni ferungkap yang inenyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang
terliutang maka dikeliimicsui SKRD tambalian.

Pasal 27

Peniuugutiui Retribusi lidak dapat dialilikan kepadapihak ketiga/diborongkvui.
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BA13 IX

TATA CARA Pli MB AYARAN RETREWSI

PasaI 28

(1) Pembayaran Retribusi Daerali dilukukaii di Kas Dae'r-ah .atau ditempal lain .yang ditimjuk sosuai waklu yang ditontukan dengan nicnggunakan SKRD,
SKRD secura Jnbnlan dan SKRD lambahan ;

(?.) Dalam hal pembayaran dilakukan cji ternpat lain yang .ditunjuk maka hasi 1
perneriksaan Relribusi Daerali haruf. disetor ke Kas Daerali selambul-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkau dengan Kepulusan
Bupati. '

Pusul 29

( 1 ) Pembayaran Relribusi haras dilalcukan secara tunai/lunas ;
(2) Bupati atau Pojabat yaug ditunjuk daput memberikiui Izin kepada WajibRetribusi untuk mengangsur Relribusi yang terhulruig daJam knrun waktu

tertemlu dengan nlasan yang dapat dipertanggungjnwabkan ;
(3) Tata earn pembayaran Relribusi sebagaimana diinaksud ayat (2) ]vasal inidiletapkan deugna Kepuiussm Bupuli.

Pass! 30

(1) Pembayaran Relribusi sebagaimana tlimak.iud dalam pasal 14 ayul (T )Peral'iran Daerali i . ii diberikvui tanda bukti pembayaran ;
(2) Seliap pembayaian dicatat dalam Buku Peneriinaan :
(3) Dontuk, isi, kwnlifas, ukuron bulai tanda bukti pembayaran dan bukupeneriinaan Retribusi sebagaimana diinaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ,ditetnpknn dengan Kepulusan Bupati.

BAB IX
'VAT \ CARA PENAGIHAN RETRIB I'M I

PAS at 31

(1) Pengeluruan Murat legurtw/peringalau/surat lain yang uejenis sebagai awaltindakan peluksanaan penagihan Retribusi dikelutakan segera setelah 7(hijuh ) hari sejak jatuli tempo pembayaran ;
(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah tanggal Suratte.guran/pcriugntiia'Sursil lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasiRetribusiuya yang terhufnng ;
(3) Surat teeuran sebagaimana dimalmud ayat. ( ).) pasal ini dikeluaikan olehPejabal yang diluujuk.

Pi:Sll! 32

Bentuk-bentuk tbrmnlir yang diporgunakau untuk pelalesanaan penagihanRetribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusau Bupati.
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BAD XI

SANKST ADM1NIST11ASI

Par.nl 33

Dalum lml wajib Retribusi tidnk membayar lepat yvaklu alau kuriuig membayar,
dikenakun sanksi adminislrasi berupa bunga sebesar 2 % .(dua persen) sc-liap
bulan dnri bestunyn Retribusi yang terutang yang tidal< alau kurang bayar dan
ditngili dengan menggunakan Surat Tagiliyri Retribusi Daerah.

BAB XII

MAS A RETRIBUSI DAN S A AT RETRIBUSI TERHUTANG

Basal 34

Musa Retribusi adalali jangkn wakfu yang lamanya diretapkan oleh Bupati
sehagni dasaruntuk menetapkan besamya Retribusi yang terhutang.

Bus ill 35

Sant Retribusi Terhutang adalali pada saat diterbilkannya SKRD alau dokumen
lain yaug dipersmnakan.

DAD XIII

TATA CARA PENYELISSAIAN KEDERATAN

Basal 36

(1) Wajib Retribusi dapat tiumgajukan pennolionan keboratan alas SKRD dan
STRD ;

(2 ) Pcrmohonan kebeialan sebsigaimana dimaksud ayal (1) pasal ini limns
disiuupaikan secaru n- nulis kepuda. Bupati alau Pejabal yang ditunjuk' dalam
jangka waldu puling Luna 6 (enani) bulan sejak tanggal SKPJD dan STRD ;

(3 ) Pengajuan kekvakw tidal:menundapembayaran;
(•1) Pennolionan keberalau sebngaimnna dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini

liarus dijawnb oleli Bupaii atau Pejabal yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan nejak tanggal sural permohonan keboratan
dilerima.

BAD XIV'

TATA CARA BERHITUNG4N PENCE MBAL IA N
KEt.EDIDAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi l:ai us rueugajukun penviohonan seeara teitulis kepnda
Bupati untuk pediilungan peugembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;

( 2) Bennohonan sebagni maria dimaksud ayat (1) pasal ini, alas kelebihnn
pembayaran Retribusi dapat diperliilunglum lerlebih daliulu dengan uang
Retribusi yang telah dibayfirkan ;
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( 3) Alas permolininiii lebupnirnona dimaksud ayat (2 ) pasal ini, yang berhak
atas kelelnhan punbnynnm tersebut dapat diperhilurigkuu dengnn
pembnyaran Retribusi selnnjutnya.

Pasal 38

(1 ) Dalam Ira) ke!ebilmn peinbayaran Retribusi yang .lersisa ' dilakukan
pcrhitungan sobagaiinana dimaksud pasal 22 Peraluran Daerali ini,
diterbitkan SKRDI.B yang paling lambal 2 (dua) bulan sejalc diterimanya
pennolionan pengembnlinn kelebihnn pembayaran Retribusi-;

(2 ) Kelebilnm piMtibayanut Retribusi sebagainnmu dimaksud ayat (1) pasal ini,
dikembalikan kepadu wajib Retribusi paling larna 2 (dua) bulan sejak
diterbilkanva SKRDl.B ,

( 3 ) 1-Vngembnlian kelohilinn petnbayanui Rulribuni dilakukan sulelali lewut
vvaktu 2 ( dua ) bulnu sejak diterbitkunya SKJIDLB Kopcda Daerali
inemberiknn imbali n bunga 2% .vcbulan alas kclerlainbulan pembayaran
kelebihnn Reiribum

Pasal 3!>

(1) Pengembnlion Kehnnnimann dimnhmd pastil 23 Poiutman Daeiah mi ,

dilakukan den turn uionerbilkan Surat • Perimah TvBuubnyar Kelebihan
Retribusi (SPMK.R) ;

(2) Alas perhiUnigan sebagaimana. dimaksud pudu aval- ( I) pasid ini, diterbitkan
Imkli pemindaiibukuan yang berlaku juga sebagoi pembayaran.

CAB XV

TATA CAR A PEMBETULAN, PENGURANC AN, KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANG AN SANKSI

ADM'TNISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasill - ( 0

(1 ) Bnpati dnpal momberikan pencumnaan, koriimaiiim d-.u; pembebasan
Retribusi ;

(2) Tata cam pemberian pengurangnn. keringanan dan ptunbebusan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapknn dengnn Ke-putusan
Bnpati.

PasaM1.

CO Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan .
STRD yang dalain penerbitannya terdapat kesalalian tulis, kesalalian hitung
dan aiau kckclinian dalam penerapan Peralnran Daeruh lenlang Retribusi
Daerali ;

(2 ) Wajib Retribusi dapat aieugajukan pennolionan pengurangan ' atau
penghapusan sanksi udministrasi benipa bunga dan kcnailuin Retribusi yang
terhutang dalam Iml Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafnn wajib
Retribusi atau buknn karena kesalahannyn ;

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengurangan atau .
pembatalan ketetapnn Retribusi yang tidnk benar ;

(4) Pennohonnn pen betulan sebagaimana dimaksud ayat ( l ) pasal ini,
pengurangan keielapan, penghapusan atau penguraxigan sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dan pembatalan sebagaimana
dimaksud aval (3) pasal ini. hanis disampaikan secara tertulis oleh wajib
Retribusi kepada Bupali atau Pejabal yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
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ptihili) lniri sejak tanggal diferima SKRD clan 5TRD dengan memberikan
alnsari yangjela.s dan mcynkinkan untuk mendukuiig permohonnn.

(.S) KepuUisan alas penuohonan sebagainiana diuuilcsud ayat (2) pasal ini,
dikeluarkuu olc- h Bupati fliau Pejabal yang diturijuk paling lama 3 (Liga)
bulan sejak permohonun diterima.

(6) Apabila sudali lewai 3 (liga) bulan sebaeahnana dimaksud ayat ( 1), ( 2) dan
ayat (5) pasal ini , Bupali atau Pejabal yang ditunjbk lidak memberikan
Keputusan, inaka pormchonan poinbetulau, petigunmgan ketetapan,
penghapiisgn nl .ui pengun'.ngan canksi Administrasi dan pembatalan
dinnggnp dikabulkan.

BAB XVI

KAT) ALIJ WARS A

Pasal 42

(1 ) Penagihaii Relribusi , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waklu 3 .(liga)
taliun terliiluug sejak saat terhiitangnya Retribusi Uecuuli apabila wajib
Retribusi melaknknn tindak pidana di bidang Relribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagainiana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ,

tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Sural loguran ;
b. Ada peugakuau hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik lancsunc

maupun lidak 'angsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 4 1

( 1 ) Piutang Retribusi yang lidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan peimgihan sudali kadaluwarsa diliapus ;

(2) Bupali iiieuctupkan Kcputusan pengliapusan Piutang Relribusi I)aural1 yang
sudali kadaluwarsa sebagaiinanu dimaksud ayat (1 ) pasal iui .

BAB XV m
PENG A WA SAN

Pasal ‘14

Pengawasan pelaltsanaan Peraturan Daerail ini dilakukan oleli Bupali atau
Pejabnt yang dihunj uk.

BAB XIX

KKTENTUAN PIDANA

PasaN5

( 1 ) Barang siapa yang melauggar ketentuan yang diatur dalam Peraluran Daerail
ini , diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang ;
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(2) Tindak Pi'dann sebagaimtuia dimaksud pada ayat (1 ) pnsal ini, adalah
Pclanggaran.

BAB XX

P R N V I D 1 K A N

Pasal -< 6

(1 ) Pejnbnt Pegawni Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Femerintoh Daerali
diberi wewemmg khusus sebagai Penyidik untuk iriel’akukan Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali sebagaimana dimaksud dalam
Undang-nndang liukum Acara. Pidana yang berlaku ;

(2) Wewenaug Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini adaiali :
a. Menerinva, mencnri , mengumpulkan dan meneliti keterangon aiau

laporan berkenaan dengan Tindalc Pidana di bidang Retribusi Daerali
agar keterangan atan laporan tersebut menjadi lebiii lengkap dan jelas ;

b. Meucari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
Pribadi aiau badan tentang kebenaran perbualan yang dilakulcan
whuhungan riengan Tindak Pidana Retribusi Daerali ;

c. Meminta keterangan clan bahan bukti dari orang pribadi aiau badan
sehubungar* demean Tindak Pidana di bidang Relribusi Daerali ;

d. Mernwriksa buicu-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokunien lain
berkenaan demuan Tindalc Pidana di bidang Retribusi Daerali ;

<;. Melakukau Peuggelednlion untuk mendapatkan balian bukti Pembukuan,
Pcmcatnlmi iki.ri Dokimien-dokurnen lain, serta melukukan penyitaan
terliadnp bnlinu bukti rorsebut ;

i! Meminta bantnan tenaga aiili dnlam rangka pelaksanaan I’ti.gas
Penyicliktui Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali ;

g. Menyuruh bcphenti dan aiau melarang seseorang meninggalkan ruangan
titan tempat pntin twit pemeriksaan sedan,? berlangsung dan meineriksa
ider.titas orang dan atau dokumen yang dibnwa sebagaimana dimaksud
pada luirul «.* pasal ini ;

1) Menicfr. t ". jSi'tM'tuii; yang berkaitan densan Tindak Pidana Relribusi
Daerali •

i . Meuiaiiggil ainiip untuk didengar keterangamiya dun dipeiiksa sebagai
tersnngka atau Saksi ; •

j. MengliPiitikun Penyidikan
k Melnkulmn timlnknu lain yang perlti untuk kelancaran Penyidikan

Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali menunit Hukurn yang dupal
dipeilsnggungjawabknn .

(3 ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , memberitalmknn
dimulainya Penyidikan dan menyarupaikan basil Penyidikamiya Kepada
Peuuntut llinurrn melukukan Penyidik Pejabai Polisi N&gnra Republik
Indonesia sesnni dengan ketenf.uan yang dintur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tallini \ 08 A Tentnua Huknm Acara Pidana vang berlnku.

BAB XXI

KPTENT HAN PERALPHAN

Pasal *17

."euiua. orang prilndi/barian Imkum yang telah ineudapal lain Ustdia Angkulan
Sungai, Danau dan Penycberangan sebelum berlakunya Feraluran Daerali ini,
selambat-lambatnyu 2 (dua) bulari terhitung mulai berlakunya Peraluran Daerali
ini. wajib disesuaikan denaan Peraluran Daerali ini .
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I t A l l X 2U 1

K U T U H T l J A i'l H C N U T U V- V

I ’ l l I a ) .li,’
( 1 ) Denguii b«i l:ik \ mya Pctiuluri in Dmanli ini , i i i i i lui uognla kelenli i i in yang

berk'idi ingnu dongan Peial i i rnn Duoial i ini , di i iyalaknji r idak bmlakii lag; ;
( 2 ) I (a l - lml yang bohim cnkup dialur clnlnm Pcnilurnn DIUMOII ini , sepsinjsuig

i ik’.i i fu' nai IkTakinnianmiyii nknn dialur iebil i Innjwt deiigsin Kepii l i iRtm
llnpali .

P a s a l ‘l y

I’ci i i lman Dtu- ial i ini mului berlaku ptidi t langgal di imdnngkau.

Agar milisip orang itu'iigoUihuinvu. IIIOIIUM uunhknn pi'iiutmdannan
Pei aim sin l .'aoiali mi doiigviu pinieiiipsiliitiiiya , dsdsini I A'liibarati Diierali
Kabupnkn Tuba Sniiunsir.

Dilolaplui i i < l i l lni ige
Patla langgal 5 IMsmsiri 2002

inJ l’AH TO DA S /VMOSIK

Ca p/dt o

Dev. S All ALA TA MT d IK ) 1 , 0 N
Diimdangkan di Baligi*
Pada langgal 11 Pebruari 2002
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